BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 92 TAHUN 2021

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF URUSAN PERTANIAN,

URUSAN PERHUBUNGAN, URUSAN LINGKUNGAN HIDUP,URUSAN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN, URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, URUSAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, URUSAN SOSIAL, URUSAN KESEHATAN,
URUSAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA, URUSAN BENCANA,
KECELAKAAN DAN KONDISI BAHAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh,
dan penyelamatan arsip sebagai bahan bukti akuntabilitas
kinerja instansi yang terpercaya serta mampu mengidentifikasi
keberadaan arsip yang memiliki keterkaitan informasi sebagai
satu keutuhan informasi pada semua organisasi kearsipan baik
unit pengolah maupun unit kearsipan khususnya arsip yang
berkaitan dengan 11 (sebelas) urusan substantif pada Urusan
Pertanian, Urusan Perhubungan, Urusan Lingkungan Hidup,
Urusan Pendidikan dan Kebudayaan, Urusan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Komunikasi dan
Informatika, Urusan Perencanaan Pembangunan, Urusan Sosial,
Urusan Kesehatan, Urusan Kependudukan dan Keluarga
Berencana, Urusan Bencana, Kecelakaan dan Kondisi bahaya;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,
menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib memiliki Jadwal
Retensi Arsip yang ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat
persetujuan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;

c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia Nomor : B.PK.02.09 / 8 / 2021 tanggal 25 Februari
2021 Perihal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Substanstif
Pemerintahan Daerah Kabupaten Cilacap, perlu menetapkan
Jadwal Retensi Arsip Substantif terhadap 11 (sebelas) Urusan
Pemerintah Kabupaten Cilacap;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif
Urusan Pertanian, Urusan Perhubungan, Urusan Lingkungan
Hidup, Urusan Pendidikan dan Kebudayaan, Urusan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan
Komunikasi dan Informatika, Urusan Perencanaan
Pembangunan, Urusan Sosial, Urusan Kesehatan, Urusan
Kependudukan dan Keluarga Berencana, Urusan Bencana,
Kecelakaan dan Kondisi bahaya;



Mengingat :

Menetapkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
42);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomorl52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 507 1);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5286);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun
2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
Nomor 134);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2018
tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah
Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembahan
Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 155);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP
SUBSTANTIF URUSAN PERTANIAN, URUSAN PERHUBUNGAN,
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP, URUSAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN, URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, URUSAN SOSIAL,
URUSAN KESEHATAN, URUSAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA, URUSAN BENCANA, KECELAKAAN DAN KONDISI
BAHAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Cilacap.

4. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media
sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat
dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan,
perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan
dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.



10.

11.

12.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi
sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan
keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip
dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai
pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.

JRA substantif adalah JRA yang berisi jangka waktu penyimpanan atau retensi
dari jenis-jenis arsip yang dihasilkan dari kegiatan atau fungsi substantif setiap
pencipta arsip sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara
pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan
arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada
lembaga kearsipan.

Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.

Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki
nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan
dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak
langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.
Lembaga kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung
jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan.

Unit kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas
dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.

Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam
pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip
dinamis.

BAB II
JRA SUBSTANTIF 11 (SEBELAS) URUSAN
Pasal 2

JRA substantif Urusan Pemerintah Kabupaten Cilacap 11 (sebelas) urusan,
yang terdiri dari :

Urusan Pertanian;

Urusan Perhubungan;

Urusan Lingkungan Hidup;

Urusan Pendidikan dan Kebudayaan;

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Urusan Komunikasi dan Informatika;

Urusan Perencanaan Pembangunan,

Urusan Sosial,

. Urusan Kesehatan,

10. Urusan Kependudukan dan Keluarga Berencana,

11. Urusan Bencana, Kecelakaan dan Kondisi bahaya

JRA substantif Urusan Pemerintah Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan yang berkaitan
dengan arsip substantif 11 (sebelas) urusan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cilacap.

JRA substantif 11 (sebelas) wurusan Pemerintah Kabupaten Cilacap
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jenis arsip, retensi, dan
keterangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal 3

Retensi arsip untuk arsip substantif 11 (sebelas) urusan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditentukan untuk retensi aktif dan retensi
inaktif.

Penentuan retensi aktif dan retensi inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan berdasarkan kriteria sebagai berikut :



(3)

(4)

(1)

(2)

a. retensi aktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan
pertanggungjawaban di unit pengolah; dan

b. retensi inaktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan unit
kerja terkait dan kepentingan lembaga.

Retensi Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak arsip

diciptakan dan diregistrasi hingga pokok masalah pada naskah selesai

diproses.

Retensi Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak arsip

selesai masa simpan aktifnya.

Pasal 4

Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) memuat

rekomendasi yang menetapkan arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau

dipermanenkan.

Rekomendasi yang dituangkan dalam keterangan tentang penetapan suatu

jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, dan dipermanenkan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan pertimbangan :

a. keterangan musnah ditentukan apabila pada masa akhir retensi arsip
tersebut tidak memiliki nilai guna;

b. keterangan permanen ditentukan apabila dianggap memiliki nilai guna
kesejarahan; dan

c. keterangan dinilai kembali ditentukan pada arsip yang dianggap
berpotensi menimbulkan sengketa atau perselisihan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 31 Agustus 2021

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 31 Agustus 2021

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2021 NOMOR 92



